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I. Dunia Telah Berubah



“Nerve-jangling year”

Sumber: The Economist (2019), Cisco Consulting(2014)

Dunia Telah Berubah

PoliticalUncertainty

KontroversiTrump

Brexit ending

Koalisi Jerman

Middle-east’s conflicts

Nuclear crisis  

(North Korea)

Technologies Revolution“Techlash”

Digital revolution: ArtificiaI Intelligence, Robots, industry4.0
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Rumah film  

terbesar tidak  

memiliki  

bioskop

Vendor software  

terbesar tidak  

membuat  

aplikasi

Perusahaan  

taksi terbesar  

tidak memiliki  

armada

Penyedia akomodasi  

terbesar tidak  

memiliki properti

Perusahaan telepon  

terbesar tidak  

memiliki infra  

telekomunikasi

Pemiliki konten  

media tidak  

menciptakan  

konten

Bank dengan  

pertumbuhan tercepat  

tidak memiliki actual  

money

Retailer  

terbesar tidak  

memiliki  

inventori

Perusahaan  

travel terbesar  

tidak memiliki  

inventori

Penyimpanan  

rekaman streaming  

TV terbesar tidak  

memiliki storage

Sumber: Business Environment Forum 2016, World BankGroup 6

Digital disruption

has already happened..



Sharing Economy dapat didefinisikan sebagai model ekonomi yang berisi aktivitas berbasi peer to peer (P2P) untuk

memperoleh, menyediakan, atau berbagi akses ke barang dan jasa yang difasilitasi oleh platform online berbasis komunitas.

Clasifications of Sharing Economy: 

1. Product Service System (Go-jek, Grab Bike)

2. Redistribution Market. (olx.com, Bukalapak) 

3. Collaborative economy (AirBnB)

Rachel Botsman (2015)

Sharing Economy

7

https://www.wartaekonomi.co.id/tag22090/peer-to-peer-lending.html
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II. Dampak Serta Kebijakan Transportasi

Online Bagi Perekonomian Indonesia 



Transportasi Online

7

Sumber daya kendaraan pribadi atau keterampilan

mengemudi

Pelayanan transportasi dengan biaya transaksi yang 

wajar. 

1

65%

85%

2013

2014

Pengguna

internet 

melalui

smartphone

3

Transportation 

network 

companies 

(TNC) dan

sharing 

economy

Sharing economy

2

Teknologi dan

sharing 

economy

krusial di

kota-kota

besar



Bagaimana Transportasi Online Berdampa bagi Perekonomian?
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Membantu mobilitas masyarakat (prinsip kebebasan mobilitas)

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebanyak 530.000 orang menjadi 7,03 juta

orang di periode Agustus 2016 (secara year on year) (Kompas, 2016)

GOJEK Kontribusi GRAB Kontribusi

Go-Ride Rp16,5 Triliun Grabbike Rp15,7 Triliun

Go-Car Rp8,5 Triliun Grabcar Rp9,7 Triliun

Go-Food Rp18 Triliun Grabfood 20,8 Triliun

TOTAL Rp44,2 Triliun TOTAL Rp49 Triliun

Kenaikan jumlah tenaga kerja

Sektor Presentase Jumlah

kenaikan

Jasa kemasyarakatan 8,47% 1,52 juta orang

Perdagangan 3.43% 1,01 juta orang

Transportasi,

pergudangan, 

komunikasi

9.78% 500 ribu orang

Sumber: CSIS dan Tenggara Strategics, 2018, dan LD FEB UI, 2018

Dapat diprediksikan bahwa kemunculan transportasi online melalui multiplier effectnya

terhadap penyerapan tenaga kerja, juga mendorong mitra UMKM dapat berkontribusi sebesar 1-2 persen

terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia (Liputan6, 2018).



Online Transportation dan Kebijakannya di Indonesia
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Terdapat larangan angkutan berbasis aplikasi beroperasi (2015) 

yang kemudian DICABUT

Aksi tolak transportasi online berujung pemblokiran aplikasi

pemesanan Uber dan Grabcar (2016) 

Peraturan yang ada masih mengatur pengangkutan orang

dengan kendaraan umum (bus, mobil penumpang), yaitu UU 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Aturan tentang transportasi online (taxi) kemudian diatur pada

Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek

Peraturan baru tentang izin operasi ojek online juga diatur pada

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan

untuk Kepentingan Masyarakat

Pengaturan tarif ojol diberlakukan pada Keputusan Menteri

Perhubungan (Kemenhub) No. 348 Tahun 2019 tentang

Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda

Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang 

Dilakukan dengan Aplikasi

1

2

3

4

5

6



Online Transportation dan Kebijakannya di Indonesia
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Dampak Kebijakan

Perubahan Tarif Ojek Online

Bagi para driver, pemberlakuan tarif dasar resmi memang berpotensi
meningkatkan pendapatan mereka. Namun di lain sini, kenaikan ini
juga bisa menurunkan minat pengguna untuk menggunakan layanan
ojek online.

Konsumen yang menolak kenaikan tarif ini merupakan kelompok
masyarakat yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Mayoritas
mereka merupakan masyarakat dengan pendapatan menengah ke
bawah.



Dampak Kebijakan Transportasi Online
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Dampak kenaikan tarif ojek online

Tidak menjamin
kenaikan

pendapatan driver

Penurunan order 
terasa di 5 kota

besar

Berdampak pada
kenaikan harga
penjualan UKM

Prediksi kenaikan
inflasi akibat

rentetan bisnis ojek
online



III.Principle-Based Regulation

(Regulasi Berbasis Prinsip)
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Institutions

Rank120/127

Ease of Getting Credit

Rank99/127

ICTs

Rank81/127

Investment

Rank96/127

Trade, competition &  

market scale Rank8/127

Education

Rank103/127

BusinessSophistication

Rank96/127

Knowledge Creation

Rank113/127

Creative Outputs

Rank77/127

INDONESIA DALAM ANGKA

Sumber: GII 2017, BKPM, Kemenkumham,

Kemendagri

EODB

Rank 73/190

Competitiveness 

Rank32/63



PRINCIPLES-BASEDREGULATION

Principles-based regulation (regulasi berbasis prinsip) berarti menjauhi  

ketergantungan terhadap aturan yg detail, bersifat mencegah dan  

mengandalkan peraturan level atas yang beragam untuk mengeset  

standar yang mengatur suatu lembaga dalam menjalankanurusannya

Karakteristik principle-based regulation:

Aturan didesain bersifat  

umum

Kualitatif, bukan  

kuantitatif

Mementingkan alasan

dibalik aturan

Dapat diaplikasikan secara  

luas

Mengeset perilaku  

dasar/standar; inovatif,  

integritas

Pelanggaran dikenakan  

hukum bersifat publik/umum  

(tidak private)

Sumber: J Black, Rules and Regulators (1997),91-108



Semakin detil  

regulasi,semakin  

banyak celah

WHY REGULATIONFAILED?

FAKTORPENGHAMBAT

Akibatnya semakin banyak regulasi  

baru yang harus dibuat untuk menutup  

celah baru akibat inovasi

PRINCIPLE-BASEDREGULATION

Regulasi yang tepatdiperlukan sebagai caramencapai “morepreferableeconomic future”

Salah satu penghambat  

perkembangan setiap sektor yang  

signifikan adalah regulasi yang tidak 

ramah inovasi (Kienzle, 2013)

disebabkan

Semakin banyak effort bagi pembuat regulasi (waktu,  

energi, biaya)

dibutuhkan
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PENERAPAN PRINCIPLES-BASEDREGULATION

RULE-BASEDREGULATION

 Pengendara motor di jalananwajib  

mengenakanhelm

 Pengendara mobil di jalananwajib

mengenakan sabukpengaman

PRINCIPLE-BASEDREGULATION

 Semua pengendara di jalan wajib  

mengenakan alat keselamatan.

MANFAAT PRINCIPLE BASEDREGULATION

Fokus pada tujuan dibalik  

aturan daripada hanya  

ketentuan yangrinci

Menawarkan fleksibilitas

Agile dan responsif terhadap

perubahan

Sulit dimanipulasi

Menyingkirkan focus  

tidak penting

mengarahkan pada  

substantive compliance

TANTANGAN PRINCIPLE BASEDREGULATION

Multi-interpretasi  

Pemahaman setiap orang  

tidak sama

Bias

Setiap orang harus memiliki  

good intention sehingga  

aturan tidak disalahgunakan



RESPONPROAKTIF

Membuat keputusan  

strategi lebih baik

Memahami faktor  

diferensial yangpotensial

Siap mengantisipasi

tantangan

Mengidentifikasi sinyalawal

Mengadaptasi kestrategi

dan rencana aksi

Setiap lembaga/institusi tidak hanya dituntut memprediksi dan mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan,

khususnya “digital transformation economy & society”, tetapi ikut berperan mengarahkan “toward morepreferable

economic future”

Unthinkable

Unpredictable

DRIVING: CHANGING THEGAMEDRIVEN: THE GAME ISCHANGING
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RESPONS PROAKTIF SETIAPINSTITUSI



KOMUNITAS/  

MASYARAKAT

UNIVERSITAS,  

PRAKTISI/PROFESIONAL
PEMERINTAH/BANK

INDONESIA/ REGULATOR

mendukung pengembangan  

ekosistem yang kondusif melalui  

instrumen program, kebijakan,dan  

regulasi pusat & daerah

INDUSTRI/

PELAKUUSAHA

Berkolaborasi sebagai  

motor penggerak  

ekonomi

berpartisipasi aktif  

memanfaatkan digital  

(misal: e-commerce)

Penumbuh kembang

digital talent

Untuk mendukung inovasi dan kreativitas serta menciptakan ekosistem yang kondusif, diperlukansinergi,

kolaborasi dan kesiapan dari seluruh lapisan pemangku kepentingan
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QUADRUPLE HELIXCOLLABORATION

Peran Pemangku Kepentingan



TERIMAKASIH
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